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BUPATI BONDOWOSO 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 6 l TAHUN 2020 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONDOWOSO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2021; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3.Undang-Undang ... 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9.Peraturan ... 

Paraf Koordinasi 



- 3 -

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4405); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4815); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
Nomor 57, Tambahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 

15.Peraturan ... 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ; 

19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 3) ; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

22 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 
2018 Nomor 157); 

2 3. Peraturan ... 
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 590); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor .... ); 

26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor ... Tahun 2020 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2020 Nomor ... Seri E); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 
Nomor 4 Seri E); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 8 Seri 
E); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7 ); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 
2019 Ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 
(Lembaran Daerah Ka bu paten Bondowoso Tahun 2019 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Nomor 29); 

31.Peraturan ... 
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31. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 77 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2016 Nomor 77); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 
2021. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bondowoso. 
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 

disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Bondowoso. 

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso. 

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, yang 
selanjutnya disebut RKPD Tahun 2020, adalah Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 
2020. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso. 

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang 
selanjutnya disingkat PPAS, adalah rancangan program 
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap 
program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana 
Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebelum 
disepakati dengan DPRD. 

BAB II ... 
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BAB II 
KEDUDUKAN 

Pasal 2 

RKPD Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah yang berlaku mulai pada saat 
Peraturan Bupati ini diundangkan dan berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2021. 

BAB III 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 3 

(1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk: 
a. menjabarkan arahan umum Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 
disesuaikan dengan hasil kajian mengenai isu-isu 
strategis yang diperkirakan akan berdampak 
terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan Tahun 2021; 

b. menjabarkan arahan umum Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah yang tertuang dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 
2018-2023; 

c. mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD; 
d. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan 

merumuskannya menjadi prioritas pembangunan 
daerah; 

e. mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya 
dan dana pembangunan yang akan dijadikan sebagai 
salah satu kekuatan pembangunan; 

f. memberikan arah dan sekaligus tolok ukur 
keberhasilan pembangunan. 

(2) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan: 
a. tersedianya rumusan program strategis dalam skala 

prioritas dan merupakan indikasi program APBD 
Tahun Anggaran 2020; 

b. tersedianya ... 
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b. tersedianya pedoman umum untuk menetapkan 
APBD Tahun Anggaran 2021, berdasarkan 
kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan 
DPRD yang mengacu pada visi, misi, tujuan dan 
sasaran RKPD Tahun 2021 dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan 
memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi 
masyarakat yang berkembang dan disampaikan 
melalui lembaga eksekutif dan lembaga legislatif; 

c. tersedianya tolok ukur untuk mengevaluasi penilaian 
kinerja Pemerintah Daerah; 

d. sebagai salah satu upaya untuk membangun 
komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif 
terhadap program-program pembangunan daerah 
yang dibiayai melalui APBD Tahun Anggaran 2021; 

e. mendorong partisipasi masyarakat melalui kepastian 
kebijakan dalam pembangunan jangka pendek; 

f. sebagai pedoman dan arah dalam penyusunan 
Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021; 

g. menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam 
penyusunan Rencana Kerja Perangkat daerah; 

h. menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan 
Umum PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2021; 

1. menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan 
program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar 
sektor pembangunan dan an tar tingkat 
pemerintahan; 

J. mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam 
perencanaan alokasi sumber daya dalam 
pembangunan daerah 

k. mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah; 
1. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas 

pembangunan; 
m. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
pengendalian dan pengawasan; 

n. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia 
usaha;dan 

o. mencapai pemanfaatan sumber daya secara efisien, 
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 

Pasal 4 
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Pasal 4 

Dalam penyusunan Rancangan APBD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h: 
a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2021 

sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD 
dan PPAS APBD Tahun 2021 di DPRD; 

b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2021 
untuk menyusun program/kegiatan prioritas pada 
APBD. 

BAB IV 
SISTEMATIKA 

Pasal 5 

(1) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 merupakan penjabaran dari Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2018-2023. 

(2) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disusun dengan sistematika sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
BAB II 
BAB III 

BAB IV 

BABV 

BAB VI 

BAB VII 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN 
DAERAH 
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 
DAERAH 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 
DAERAH 
KINERJA PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
PENUTUP 

(3) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2021 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang 
meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

BABV ... 
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BABV 
KETENTU AN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso. 

Diundangkan di Bondowoso 
pada tanggal ..i~ JULI J.0.lO 

L SYAIFULLAH l 
BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 61 
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BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal6 

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso. 

Diundangkan di Bondowoso 
pada tanggal .2~ JULI .2o.2O 

SYAIFULLAH 

Ditetapkan di Bondowoso 
pada tanggal .;i3 .JULI .;20.:20 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR s, 


